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& bahwa dalam ppays meme srdaskan kshiupan bangsa dan unluk memeg i
kabutuhan pendklikan bagl apnak asia dinl di kabupatan pursarsjs di perlaka
penyvelanggarann pandidikan anak usla dinl (PAUD),

b balwa bendasarkan pertimbangan sbagaimana dimaksud pada huruf o perhs
ditetapkan Keputusan Kepals Dinas Psnanaman Modal Dan Palayanan
Terpadlu "-ntullrmm tentang lein Pencliian, Peryslenggarman dan Operasunal
Pendidikan Anak Usia Dini

I Undang Undang Somor 13 Tahun 1950 eniang Pembentukan Dasrah dasrar
Kabupaten Dalam Lingkungan Proplnsl Jawa Tengah

¢ Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 (entang Kesajahteraan Anak jLembaran
Negara Republik Indonssia Tahun 1979 Nemor J2 Tambahan Lambaran “agars
Rebuplik Indonssla Nomer 3143,

¥ Undang Undang Nomar 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 109 Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 42351,

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
{Lambaran Nagara Republik Indonssia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Rebup ik Indonesia Nomor 4301,

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah
(Lembamn Negam Republk Indonesia Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan
Lerrlyarmn Negara Republik Indonesia Nomor 5387), ssbagaimana wlah diubah
bebampa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Parubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Talun 20 |4 tentang Pemerintahan
Dasrah (Lembamn Negam Republik Indonesia Tahun 201% Nemor 358
Tambahan Lembaran Negam Republik Indonssia Nomar 5579

®  Pomwuran Pemerintah Nemor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaman Pendidikan ([Lembamn Negama Republk Influn-u. Tahun
2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomer 4737
sebagnumana telah diubah dengan Peratumn Pemerintah Nomer 68 Tahun
2010 rentang perubahan Atas Peratumn Pemenntah Namar 17 Tahun 2010
w:mngkl?m sblaan dan Pmyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
:‘wuh “;ﬂnnuil Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembarman Negara
omor ]

7 Peraturmn Pemenntah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Perauron Pemenintah Nomor |9 Tahun 2005 temtang Standar Nasonal
Pendidikan {Lembaran Negera Republik [ndonesia Tahun 2015 Nemor 45
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3670).

B. Peraturan Presiden Nemor 97 Tahun 2014 tentang Peryelenggaraan Pelayanan
12';?1!4“ Saw Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

Peraturan Menterl Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84

Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pandidikan Anak Usia Dini iBerna
Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Xemer 12791,

1. Poraturan Menterl Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomeor 137 Tahun

2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dinl (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Komor 1668,

11 Peraturan Daerah Ksbupaten Purworeje Nomer 9 Tahun 2009 lamiang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Deerah Kabupaten Purworei Tahun
2009 Nomor 9 Serl E Nomer 5);

i12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworeje Nemor 14 Tahun 2016 tentang
Pembeniukan Susunan Perangkat Daesrah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupatsn Purwerejo Tahun 2016 Komaor 14 Seri D Nomor 11

13. Pernturen Bupoti Pursorex Nomor 81 Tahun 2016 temtang Kedudukan.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi sena Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kebupaten Purweorey (Berita Daerah
Kabupawn Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomar 18]

14. Peraturan Bupati Purworgjo Nomor 4% Tahun 2017 tentang Pendelegaman
Wewenang Penerbitan Bebempa Jenis Perizinan dan Non Penzmnan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sat Pimtu Kabupaten
Purworejo [Berita Daerah Kebupaten Purworgo Tahun 2017 Nomor 49 Seri E
Nomeordl).

Berita Acera Pameriksaan Lokasi Nemor 5682/ 103/BAP-TL/lf 2021 Tanggal 22
Februarl 2021 .

MEMUTUSKAN

: Memberi |zin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usa Dini
kepada:

Nama : TKTRISIWI

Jenis Pendldikan : Anak Usia Dinl(Pra Sekeolah)

Alpmat H
Penyelenggara ! Sutiyatd

: Mewnjlbkan penyelsnggara sebagalmena tersebut pada diktum KESATU untuk

KEDUA

i Desa/Kel. Loning R1.01 Rw.02 Kec.Kemirl Kab. Purwarso

mentaati ketentuan sebagal berikat:
& Manyvelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usis Dinl yang diselenggarakannya.

sehingga dapal memenuhi fungsi soslalnya terhadap masyarakat

b. Mantaatl peraturan perundangan yang berlaku

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

A

. Mengirimkan laporan beérkaln Repada instansi terkad sesual katantuan Vang
barlaku.

t |zin Pendirian. Penyelenggaman dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dind tersebut
peda dikium KESATU berlaku sefak tanggal ditslapkan dan seterusnya selama

lembaga pendidikan inl masih menyelsnggarakan kegiatannya.

+ Apabila ketentuan dalam keputusan inl ddak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi

gesual peraluran perundangan yang berlaiou

¢ Keputusan inl dapat diubah apablia di kemudian harl terdapat kekeliruan dan akan

diadakan perbaikan sebagaimans mestinya.

Dikeluarkan di Purwonep
pada tanggel 24 Februan 2021
an. BUPATI PURWOREJO
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADV SATU PINTU
KABUPATEN FURWOREJO
SEKRETARIS.

Tembusan , dikirim kepoada Yth :
1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Parworejo;
2. Camat Kemin Kab. Purworejo



